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Abstrak 

Pengabdian ini dilakukan karena masalah pertanahan merupakan masalah yang sering kali menimbulkan sengketa 

yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha pemerintah untuk serius dalam 

meminimalkan atau meredam sengketa pertanahan dibuktikan dengan adanya fungsi penanganan kasus pertanahan 

pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dikeluarkan kebijakan 

terkait penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian ini dapat 

dikemukakan bahwa masyarakat di Kampung Nendali telah mengetahui proses penanganan kasus pertanahan 

dalam kaitannya dengan pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan 

dan di luar pengadilan yang mengandung cacat adminitrasi dan/atau cacat yuridis. 

Kata Kunci: Penyuluhan, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Kampung Nendali Kabupaten Jayapura. 

Abstract 

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in 

the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are 

evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest 

amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National 

Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were 

lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali 

Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates 

which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal 

defects. 

Keywords: Counseling, Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020, Nendali Village, Jayapura 

Regency. 
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PENDAHULUAN 

Indonesai Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena 

mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan 

hidupnya. Disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan 

tempat dikebumikan pada saat meninggal  dunia. Selain sebagai tempat bermukim tanah juga 

mengandung nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya baik itu 

bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha, dan juga bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman, 

maupun sebagai sumber penghidupan manusia di masa mendatang. Dengan ini kita dapat mengerti 

betapa pentingnya posisi dan manfaat dari tanah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan 

zaman, jumlah kebutuhan akan tanah terus meningkat (Bernhard Limbong, 2012) 

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi 

masyarakat yang tertinggi. Para tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa

 Indonesia dari penjajahan bangsa asing merumuskan bentuk atau format negara yaitu Undang-

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230309321582725
https://doi.org/10.5281/zenodo.16788630
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjajahan
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). UUD 45 merupakan konstitusi 

tertinggi bangsa Indonesia yang akan dikelola setelah kemerdekaan. Dalam Konstitusi Negara Republik 

Indonesia, tanah telah diatur pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang- 

Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah dan melihat Negara Indonesia termasuk 

kedalam negara agraris yang kaya akan sumber daya alam (SDA) maka dikeluarkanlah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal 

dengan sebutan UUPA 

Dengan berlakunya UUPA telah terjadi suatu revolusi yang merubah dasar pemikiran dan 

landasan politik agraria kolonial, yakni berupaya memperbaharui tata tanah kolonial yang semula 

diabdikan untuk kepentingan modal asing, menggantinya dengan tata tanah nasional yang diabdikan 

untuk kepentingan rakyat. Perubahan jaman dengan adanya liberalisasi perdagangan menempatkan 

tanah sebagai komoditi membuat masalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah semakin 

kompleks dimana rakyat terutama petani kecil diposisikan sebagai korban arus kapitalisme global. 

Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena 

merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Keadaan tersebut membuat semakin 

semarak dan kompleks kasus pertanahan yang terlihat sangat jelas. kasus pertanahan yang terjadi yaitu: 

a. Kasus pertanahan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. 

b. Kasus pertanahan horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha 

milik negara (BUMN), 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) 

merupakan instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan 

di bidang pertanahan dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Kewenangan tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. 

Sedangkan bentuk kewenangan KemenATR/BPN dalam penanganan kasus pertanahan bisa berupa 

kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian. 

Untuk menjalankan fungsi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, KemenATR/BPN 

mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia (PermenATR/Ka.BPN) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus 

Pertanahan yang telah beberakali terjadi perubahan. Adapun dasar pertimbangan hukum 

diberlakukannya PermenATR/Ka.BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian 

Kasus Pertanahan adalah bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna menyelenggarakan kebijakan 

pertanahan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi KemenATR/BPN, telah ditetapkan 

PermenATR/Ka.BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dalam 

pelaksanaannya masih belum efektif sehingga perlu diganti Permasalahan tanah yang semakin kompleks 

sudah merambah kepada persoalan sosial dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan yang 

komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus  pertanahan tidak lagi hanya persoalan 

administrasi pertanahan yang dapat selesaikan melalui hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah 

tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan 

nasionalisme dan hak asasi manusia (Mulyadi, Satino, 2019) 

Berbicara mengenai adanya Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang bermasalah bisa disebabkan 

oleh, Pertama orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfatkan situasi dan kondisi. Kedua, nilai 

ekonomis tanah yang cukup tinggi dan tanah merupakan simbol eksistensi dan status sosial ditengah 

masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya sengketa dan konflik pertanahan yang vertikal dan 

horizontal. Makna dan nilai tanah yang demikian stategis dan istimewa mendorong setiap orang untuk 

memiliki, menjaga dan merawat tanahnya dengan baik, bila perlu mempertahankannya sekuat tenaga 

sampai titik darah penghabisan. 

Selanjutnya seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang berupaya 

memperoleh bukti kepemilikan tanah secara tidak sah dan melanggar hukum yang mengakibatkan 

dilakukan pembatalan terhadap bukti kepemilikan nya tersebut. Pada dasarnya, pembatalan merupakan 

suatu perbuatan yang bertujuan untuk memutuskan, menghentikan atau menghapuskan suatu hubungan 

hukum (Rusmadi Murod, 1991). 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa hak atas 

tanah yang disebabkan suatu keputusan pemberian hak dan/atau sertifikat hak atas tanah yang 
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merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan mengandung cacat hukum 

administratif atau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada 

hari sabtu tanggal 19 Juli 2025. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan karena masalah pertanahan 

merupakan masalah yang sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dalam dinamika 

kehidupan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun luaran 

dari pengabdian ini adalah bahwa masyarakat di Kampung Nendali telah mengetahui proses penanganan 

kasus pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dapat dilakukan 

melalui Lembaga peradilan dan di luar pengadilan yang mengandung cacat adminitrasi dan/atau cacat 

yuridis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bidang pertanahan, kasus pertanahan dapat terjadi antara masyarakat satu dengan 

masyarakat lain dan bahkan antara masyarakat dengan negara. Kasus pertanahan antar masyarakat dapat 

terjadi antara lain karena adanya penyerobotan tanah oleh salah satu pihak, masalah kewarisan dan 

masalah klaim kepemilikan tanah karena sertipikat ganda. Kasus pertanahan antara masyarakat dengan 

negara biasa terjadi dikarenakan kekuasaan negara yang sewenang-wenang mengambil tanah 

masyarakat dengan alasan kepentingan umum namun tidak disertai ganti rugi yang sepadan. 

KemenATR/BPN sebagai lembaga yang mengatur dan menangani bidang-bidang pertanahan di 

Indonesia harus berperan aktif dalam menangani kasus pertanahan. KemenATR/BPN memiliki 

kewenangan untuk mengupayakan solusi penanganan kasus pertanahan berdasarkan peraturan yang 

berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan-perundang-undangan dapat diperoleh 

melalui tiga cara: 

a. Atribusi, dalam istilah hukum atribusi diterjemahkan sebagai “pembagian (kekuasaan), Mengenai 

pengertian atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator maupun delegated legislator. 

b. Delegatif, dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari 

pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. 

c. Mandat berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk 

melakukan sendiri kewenangannya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada 

mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandataris atau pemberi mandat tetap 

bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris. 

Setiap Kasus Pertanahan pada akhirnya memerlukan cara penyelesaian, harapan para pihak yang 

bersengketa tentunya agar terdapat penyelesaian berkeadilan yang seadil-adilnya. Kewenangan 

Penanganan kasus pertanahan oleh KemenATR/BPN di luar pengadilan dalam hal ini digolongkan 

menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu Kasus Berat, Kasus Sedang dan Kasus Ringan. Secara teknis, 

penanganan sengketa pertanahan oleh KemenATR/BPN secara berurutan dilakukan dengan 

mekanisme/tahapan sebagai berikut: 

a) Pengkajian Kasus. 

Pengkajian kasus pertanahan dilakukan untuk menguraikan subjek yang bersengketa, keberatan 

atau tuntutan pihak pengadu, letak, luas dan status objek Kasus; riwayat Kasus; data atau dokumen yang 

tersedia; klasifikasi Kasus; dan hal lain yang dianggap penting sehingga dapat memudahkan memahami 

Kasus yang ditangani dan menjadi dasar untuk melaksanakan Gelar Kasus Awal; 

b) Gelar Awal. 

Gelar Kasus Awal dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pihak terkait; merumuskan 

rencana Penanganan; menentukan hukum yang dapat diterapkan; menentukan data yuridis, data fisik, 

data lapangan dan bahan yang diperlukan; menyusun rencana kerja penelitian; dan menentukan target 

dan waktu Penyelesaian sehingga menjadi dasar dalam pemberitahuan kepada instansi lain jika Kasus 

merupakan kewenangan instansi lain; menyiapkan tanggapan atau jawaban kepada pengadu; atau 

menyiapkan kertas kerja; 

c) Penelitian. 
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Penelitian dilakukan dengan tujuan, Pertama, mengumpulkan data fisik menunjukkan letak, luas 

dan batas tanah, dll yang terkait dengan Kasus yang ditangani. Kedua, mengumpulkan data  yuridis.  

Ketiga, data lapangan merupakan fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya, penguasaan dan 

pemanfaatan penggunaan tanah yang menjadi objek Kasus. Dalam hal Penelitian tidak ditemukan data 

fisik dan data yuridis maka dilakukan penelusuran terhadap proses penerbitan hak atas tanah dalam 

daftar isian/daftar umum; meminta keterangan petugas yang memproses penerbitan hak atas tanah; 

meminta keterangan para pihak; dan/atau meminta keterangan kepala desa/lurah atau instansi terkait 

atau pihak lain yang diperlukan. Hasil Penelitian dibuatkan kajian dan dituangkan dalam bentuk laporan 

hasil Penelitian yang menguraikan tipologi masalah, akar masalah, pokok masalah, riwayat Kasus, 

gambaran kondisi  lapangan,  posisi atau status hukum masing-masing pihak dari kajian 

hukum/peraturan perundang-undangan dan masalah hambatan serta saran tindak lanjut Penyelesaian. 

d) Ekspos hasil Penelitian dan Rapat Koordinasi. 

Ekspos hasil Penelitian akan menghasilkan kesimpulan berupa Penyelesaian Kasus atau 

rekomendasi atau petunjuk masih diperlukan data atau bahan keterangan tambahan untuk sampai pada 

kesimpulan dengan penyerpurnaan data dan dilakukan penelitian  kembali.  Jika hal data atau bahan 

keterangan tambahan telah cukup selanjutnya dilakukan Gelar akhir. 

e) Gelar Akhir. 

Gelar Akhir dimaksudkan untuk mengevaluasi Penanganan yang telah dilakukan, memastikan 

kesesuaian antara data bukti dan bahan keterangan saksi dan/atau ahli, penyempurnaan berkas Kasus, 

dan menentukan layak tidaknya penerapan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

terhadap Kasus yang ditangani. Hasil Gelar akhir menjadi dasar pengambilan keputusan Penyelesaian 

Kasus berupa rekomendasi dan usulan penyelesaian kasus. 

f) Penyelesaian Kasus. 

Penyelesaian kasus berupa laporan penanganan kasus pertanahan yang merupakan satu kesatuan 

dengan Berkas penanganan kasus pertanahan yang dimulai dari Pengaduan, sampai dengan surat 

pemberitahuan. Setelah menerima hasil Penyelesaian Kasus maka Penanganan Kasus dinyatakan selesai 

dengan kriteria yaitu: 

1. Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa keputusan pembatalan, perdamaian, 

atau surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan. 

2. Kriteria Dua (K2) berupa: 

a. surat petunjuk Penyelesaian Kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat 

ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang 

merupakan kewenangan instansi lain; 

b. surat rekomendasi Penyelesaian Kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau Kantor 

Pertanahan sesuai kewenangannya dan Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan atau usulan 

Penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada 

Menteri. 

c. Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian. 

Penanganan Perkara Pertanahan 

Lebih dari 60 tahun penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia terjadi berlarut-larut di ranah 

pengadilan. Berlarutnya penyelesaian sengketa pertanahan di ranah pengadilan ditengarai terjadi 

lantaran masing-masing instansi peradilan memiliki kompetensi absolut (pasti) dalam memutuskan 

suatu perkara. Ada tiga peradilan yang memiliki kewenangan jika menyangkut sengketa pertanahan, 

yakni Peradilan Perdata (umum), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Agama (PA). 

Namun, kewenangan masing-masing instansi peradilan membuat penyelesaian sengketa tanah harus 

menempuh jalan panjang dan prosesnya amat sangat tidak sederhana. Pada Peradilan Perdata, memiliki 

kompetensi mengadili terkait sengketa hak kepemilikan. Pada Peradilan TUN, memiliki kompetensi 

keabsahan SHAT sebagai keputusan yang dikeluarkan pejabat negara. Di sisi lain Peradilan Agama 

memiliki kompetensi mengadili sengketa berlandaskan konflik kewarisan. 

Gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa berhak memiliki hak milik 

atas tanah agar dapat dinyatakan bahwa sertipikat yang sudah atas nama pihak lain tidak sah dan 

dibatalkan melalui putusan hakim, demi kepentingan Penggugat tersebut. Melalui Pengadilan akan 

dilakukan pembuktian mengenai siapa pihak yang paling berhak atas hak milik tersebut. Suatu sertipikat 

tanah dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dengan hal ini sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan, dalam realitasnya mengandung 
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kelemahan terhadap kepastian haknya karena masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat di lembaga 

peradilan. Oleh karena itu, sertipikat hak milik atas tanah memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah 

memperoleh putusan hakim (Muchtar Wahid, 2021). 

Kekuatan hukum tetap putusan hakim adalah kekuatan mengikat dari pada putusan pengadilan 

mempunyai sifat hukum materiil karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban 

keperdataan: menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Oleh karenanya putusan pengadilan dapat 

menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum (Sudikno Mertokusumo, 1985). 

Penanganan perkara yang dilaksanakan oleh KemenATRBPN tertuang dalam BAB IV 

PermenATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Pokok inti teknisnya adalah Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya 

memberitahukan kepada pemegang hak tentang adanya gugatan dalam hal yang menjadi objek gugatan 

merupakan Produk Hukum dan pihak yang menjadi tergugat adalah Kementerian, Kantor Wilayah 

dan/atau Kantor Pertanahan apabila pihak pemegang hak tidak ikut digugat serta meminta untuk masuk 

sebagai pihak intervensi (intervenient). 

Dalam proses Penanganan Perkara dapat dilakukan perdamaian untuk mengakhiri proses Perkara 

dan jika diakhiri dengan perdamaian maka dimintakan putusan perdamaian oleh pengadilan yang 

berwenang. Perdamaian tidak dapat dilakukan apabila: 

a) Menyangkut Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Badan Usaha 

Milik Negara atau Barang Milik Badan Usaha Milik Daerah; 

b) Tidak disetujui oleh seluruh pihak yang berperkara; 

c) Tidak disetujui oleh pemegang hak atas tanah objek Perkara yang tidak berkedudukan sebagai pihak 

dalam Perkara; 

d) Terdapat masalah atau Perkara lain berkenaan dengan subjek dan/atau objek yang sama; atau; 

e) Tidak mendapat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan 

sesuai kewenangan. 

Penanganan Mediasi Pertanahan 

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui Lembaga Kantor Pertanahan/Non 

Litigasi. Apabila kasus belum sampai ke lembaga peradilan, maka kasus tersebut adalah sengketa tanah 

yang dapat diselesaikan dengan cara pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, 

melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian. Mediasi dapat dilaksanakan oleh dan 

atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas 

inisiatif pihak yang bersengketa yang pada prinsipnya Mediasi wajib dihadiri oleh para pihak/ principal. 

Dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, 

Mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh 

pihak yang bersengketa. Dalam hal Gelar Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang 

berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir. Apabila pihak 

yang berselisih sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir dalam Gelar Mediasi maka Mediasi 

dinyatakan gagal serta Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya 

mengambil keputusan Penyelesaian Kasus. Dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian 

dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum 

letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. 

Perdamaian hasil dari mediasi melalui Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan selaku 

Mediator tidak serta merta bisa menjadi seperti mediator dipengadilan, putusan dipengadilan ini 

merupakan putusan yang Inkracht dan mengikat para pihak, Dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan 

perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri 

wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian sehingga 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan di KemenATRBPN sendiri tidak demikian akan 

tetapi sifatnya tetap perjanjian, yang mana perjanjian penyelesian sengketa tersebut telah dibuat maka 

sepanjangnya tidak muncul masalah lagi (Herwandi, 2010) 

Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan dan kelemahan masing-masing, 

karena pendekatan penyelesaian yang digunakan berbeda-beda. Namun demikian dalam kondisi yang 

normal setiap pihak memperoleh perlakuan yang proposional didalam setiap penerapan hukum sesuai 

dengan kondisi obyektif yang berlangsung disekitarnya. Dengan penekanan pada interes maka berbagai 

kepentingan para pihak yang bersengketa dapat diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan berpengaruh 

pada kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa tersebut. Inilah keuntungan 
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subtantif dari penyelesaian sengketa melalui Kantor Pertanahan dalam memediasi. Meskipun dari 

berbagai hal mediasi mengandung banyak keunggulan, bukan berarti tidak terdapat kelemahan. 

Kelemahan mediasi terletak pada ”kekuatan mengikatnya” putusan mediasi pada sengketa yang murni 

beraspek keperdataan, putusan penyelesaian sengketa diarahkan sepenuhnya oleh para pihak 

(Musyarofah, 2011). 

Pembatalan Produk Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah. 

Kewenangan negara dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. KemenATRBPN yang menjalankan fungsi di bidang pertanahan 

mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan SHAT dan hal penyelesaian sengketa dalam pembatalan 

sertifikat. Penerbitan SHAT yang dilakukan oleh KemenATRBPN telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, KemenATRBPN menerbitkan SHAT atas permohonan pihak 

yang berkepentingan atau yang mengajukan permohonan penerbitan SHAT dengan ketentuan bahwa 

SHAT tersebut dapat diterbitkan apabila telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis. Selain 

kewenangan penerbitan SHAT, KemenATRBPN juga memiliki kewenangan penangguhan penerbitan 

SHAT jika di dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis data fisik sampai catatan 

yang bersangkutan dihapus (Maria S.W.Sumardjono, 2001). 

Sementara itu KemenATRBPN yang diberi tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan 

dibidang pertanahan selain menerbitkan keputusan dalam hal pendaftaran tanah juga memiliki 

kewenangan dalam pembatalan sertifikat yang sudah ia keluarkan yang menjadi produk hukum berupa 

keputusan tata usaha negara yang prinsipnya dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat 

diterbitkan satu sertipikat hak  atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dalam kaitannya pembatalan Produk Hukum 

didasarkan atas keputusan penerbitan SHAT yang dikeluarkan oleh KemenATRBPN mengandung cacat 

adminitrasi dan/atau cacat yuridis serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Untuk membatalkan hak  atas  tanah yang disebabkan oleh adanya cacat hukum 

administrasi maupun untuk terlaksananya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

dikeluarkan keputusan pembatalan hak atas tanah/pembatalan produk hukum (Lubis, et.al. 2010). 

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan: 

a) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses 

pemeliharaan data pendaftaran tanah; 

b) kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran; 

c) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti; 

d) kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan (SHT); 

e) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 

f) kesalahan subjek hak dan/atau objek hak; 

g) kesalahan jenis hak; 

h) tumpang tindih hak atas tanah atau dengan kawasan hutan; 

i) kesalahan penetapan konsolidasi tanah; 

j) kesalahan penegasan tanah objek landreform; 

k) kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak; 

l) kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan; 

m) terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak 

pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya; 

n) terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk 

instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan; 

o) terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya 

cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan 

hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas. 

Keputusan pembatalan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

PermenATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020 dilaksanakan oleh: 

a) Menteri dalam hal cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang 

diterbitkan oleh Kementerian atau Kantor Wilayah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh 

Kementerian; 

b) Kepala Kantor Wilayah dalam hal cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap Produk 

Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan; 

Namun dalam hal tertentu, Menteri dapat membatalkan Produk Hukum Kantor Wilayah atau 

Kantor Pertanahan yang merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah karena cacat administrasi 

dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Prosedur pengusulan pembatalan produk hukum dilakukan oleh kepala kantor pertanahan 

kepada Menteri dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Menteri melalui Kepala Kantor 

Wilayah; atau Kepala Kantor Wilayah dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Kepala Kantor 

Wilayah dengan tembusan kepada Menteri. Akan tetapi tidak diperlukan usulan dari Kepala Kantor 

Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pertanahan bilamana Penanganan Kasus telah dilakukan Kementerian 

atau Kantor Wilayah sesuai urutan mekanisme pada Pasal 6 ayat 1 PermenATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 

2020. 

Dalam hal SHAT yang dibatalkan oleh pengadilan merupakan pelaksanaan amar putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri yang menempatkan instansi pengguna aset dan 

instansi pengelola aset sebagai pihak dalam Perkara maka Surat Keputusan Pembatalan hak atas tanah 

sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditetapkan tanpa menunggu proses penghapusan 

aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan, akan tetapi penetapan haknya setelah ada penghapusan 

aset jika sudah tercatat sebagai aset atau persetujuan pelepasan aset jika belum tercatat dalam daftar 

asset kemudian menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah 

atau sertipikat tanah kepada pengguna aset dan pengelola asset dan Kepala Kantor Pertanahan atau 

Pejabat yang ditunjuk mencatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya atas batalnya hak atas tanah; 

dan status quo sampai dengan adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan. 

Selanjutnya dalam hal amar putusannya menyatakan batal hak atas tanah atau sertipikat tanah 

instansi pemerintah tanpa melibatkan pengguna aset dan pengelola aset sebagai pihak dalam Perkara 

maka Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat tanah dilakukan setelah penghapusan aset dari pengguna 

dan/atau persetujuan pengelola asset. Kewajiban dari pemenang perkara wajib mengajukan permohonan 

penghapusan aset ke instansi yang berwenang dan berhak mendapatkan penetapan hak atas tanah kepada 

pemenang Perkara dilakukan setelah adanya permohonan hak dengan melampirkan surat keputusan 

penghapusan aset/aktiva tetap dari daftar inventaris kekayaan instansi yang bersangkutan dan/atau surat 

lain yang sejenis dan surat persetujuan pelepasan aset dari pengelola asset. 

Munculnya berbagai permasalahan pertanahan seperti penerbitan sertifikat yang cacat hukum 

perlu segera diselesaikan, karena SHAT yang cacat hukum dapat menyebabkan sertipikat tersebut tidak 

dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Diberlakukannya PermenATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian 

Kasus Pertanahan, dapat menyelesaikan kasus-kasus di bidang pertanahan. Pembatalan sertifikat yang 

cacat hukum administrasi merupakan upaya hukum untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan 

penindakan agar tidak terjadi konflik kepentingan hak atas tanah yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

pihak- pihak yang berkepentingan atas tanah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya 

bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan No. 30 Tahun 2014 juga 

bisa dijadikan landasan hukum untuk mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang 

terjadi ditengah masyarakat. 
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Gambar: saat kegiatan pengabdian oleh tim pengabdi bersama mitra 

 

SIMPULAN 

KemenATRBPN sebagai implementasi dari pada tugasnya, mempunyai fungsi perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan kasus pertanahan. Penanganan kasus 

pertanahan yang merupakan kewenangan KemenATRBPN dilaksanakan atas laporan pengaduan dari 

pengadu/pelapor kepada KemenATRBPN maupun kepada satker dibawah lingkuangan 

KemenATRBPN. Penanganan kasus pertanahan berkaitan dengan SHAT dapat dilakukan melalui 

pengadilan dan luar pengadilan. Dalam penanganan kasus di pengadilan, pihak KemenATRBPN dalam 

terlibat sebagai pihak dalam perkara Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama. Sedangkan 

penanganan kasus di luar pengadilan, KemenATRBPN dapat melakukan mediasi kepada para pihak 

yang bersengketa dan dapat melakukan penanganan kasus dengan tahapan pengkajian kasus. 

Pelaksanaan pembatalan produk hukum dalam penanganan kasus pertanahan dapat dilaksanakan 

atas mengandung cacat adminitrasi dan/atau cacat yuridis serta pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan karena cacat administrasi perlu diberitahukan 

kepada pemegang hak dan pemegang Hak Tanggungan, namun pembatalan karna pelaksanaan putusan 

pengadilan tidak perlu diberitahukan. Pelaksanaan Putusan dapat dikecualikan pada Objek Putusan 

masih menjadi objek perkara lainnya dan terdapat putusan yang menentukan sah tidaknya kepemilikan 

hak. Dalam hal terdapat sita oleh pengadilan, penyidik dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Pembatalan SHAT tidak dapat 

ditindaklanjuti kecuali tidak terdapat penetapan status quo oleh Hakim atau penetapan status quo oleh 

Hakim sudah berakhir jangka waktunya atau tidak terdapat sita oleh pengadilan, penyidik dan/atau 

lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

mendapat izin dari pengadilan atau aparat hukum lainnya. 

SARAN 
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Dalam  penanganan  kasus  pertanahan,  diperlukan  kecermatan  dan ketelitian dalam membuat 

laporan penyelesaian kasus pertanahan oleh pejabat  yang  bertanggungjawab  dalam  menangani  

sengketa,  konflik  dan perkara dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Hal ini diperlukan karena 

laporan penyelesaian kasus pertanahan merupakan rangkuman hasil kegiatan penyelesaian sengketa atau 

konflik dan merupakan satu kesatuan dengan berkas penyelesaian sengketa dan konflik yang dimulai 

dari pengaduan, pengkajian kasus sampai dengan laporan penyelesaian kasus yang ditindaklanjuti 

dengan surat penyampaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan pembatalan produk 

hukum yang dilaksanakan oleh KemenATRBPN, maka diperlukan penerapan peraturan perundang- 

undangan khususnya mengenai batas waktu menggunakan hari kalender bagi para pihak dan/atau pihak 

lain yang terkait untuk menyerahkan sertifikat dalam hal keputusan berupa pembatalan hak atas tanah, 

pembatalan sertifikat atau perubahan data. Hal ini diperlukan agar penyelesaian kasus pertanahan dapat 

memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah. Kemudian masih diperlukan penjelasan lebih dalam tentang cacat administrasi dan 

cacat yuridis, sehingga perlu dijabarkan lebih dalam mengenai pengertian dari cacat administrasi, cacat 

yuridis, cacat wewenang dan cacat prosedur sehingga maknanya jelas. 
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